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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana yang diterapkan 
kepada anak pelaku terhadap anak korban yang tidak sesuai dikarenakan 
perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum masih banyak, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan 
Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif 
empiris, yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi 
lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi 
Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di 
Pengadilan Negeri Makassar, Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban 
yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun 
bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk 
mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah 
melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi 
pada Undang-Undang sampai sekarang belum dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah yang sebagaimana mestinya. Maka, hakim menjatuhkan 
putusan sanksi melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Filosofis, aspek 
Yuridis, dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan 
hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau 
ringannya tindak pidana.  
Kata Kunci : Anak;Kekerasan; Sanksi 
 
This research aims to assess the criminal sanctions applied to the child 
perpetrators against the child's inappropriate victims due to the 
protection of special laws against children facing the law still many, the 
sanctions applied are not in accordance with the prevailing laws. This 
research is done by the normative empirical, conducted both through 
literature studies and field studies. The results of this study showed that 
the enforcement of criminal sanctions for children of criminal acts of 
violence against children in the District Court of Makassar, the judge 
decided to impose criminal sanctions on the child considering the sense of 
justice to the victims who have borne the consequences of the deed of 
children, but not the form of retaliation to the son of the perpetrator but to 
remind that the deed that has been In the allotment of sanctions on the 
ACT until now has not been issued government regulation as it should be. 
Thus, the judge dropped the sanctioned decision to see 3 (three) 
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perspectives i.e. philosophical aspects, juridical aspects, and sociological 
aspects other than that which were considered judges of the age of 
criminal liability of children and the weight or lightings of criminal acts.  
 
Keyword: children; Violence; Sanctions 
A. PENDAHULUAN 
Tindak ipidana imerupakan isuatu iistilah iyang imengandung isuatu ipengertian 
idasar idalam iilmu ihukum, isebagai iistilah iyang idibentuk idengan ikesadaran idalam 
imemberikan iciri itertentu ipada iperistiwa ihukum ipidana. iTindak ipidana 
imempunyai ipengertian iyang iabstrak idari iperistiwa-peristiwa iyang ikongkrit idalam 
ilapangan ihukum ipidana, isehingga itindak ipidana iharuslah idiberikan iarti iyang 
ibersifat iilmiah idan iditentukan idengan ijelas iuntuk idapat imemisahkan idengan 
iistilah iyang idipakai isehari-hari idalam ikehidupan imasyarakat.
1
 
Tindak pidana dalam lingkup domestik bersifat dimensional, dalam artian 
berkorelasi dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi, dan lain 
sebagainya. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih 
lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja 
mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah.
2
 
Penjatuhan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak 
kebanyakan penjatuhan pidana penjara yang merupakan upayah terakhir terhadap anak 
yang banyak dijumpai pada tahun 2014 – 2018, disamping itu pembinaan dalam 
Lembaga juga mendominan dalam 5 tahun terakhir. Adapun penjatuhan penjara yang 
dijatuhkan melihat lagi perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, 
cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. 
Adapun ipenjatuhan ipenjara iyang idijatuhkan imelihat ilagi iperbuatan iyang ilebih 
ibersifat ifisik, iyang imengakibatkan iluka, icacat, isakit iatau ipenderitaan ipada iorang ilain. 
Adapun imasalahnya iapakah ikejahatan iyang idilakukan ioleh ianak idengan ilatar ibelakang 
ikenakalan idan ikarena iperkembangan isikap imental ianak iyang ibelum istabil, iharus 
idiperlakukan isama idengan iorang idewasa. iSecara imanusiawi imemang iharus idibedakan 
iperlakuannya, isebab idilihat idari ifisik idan ipikirannya iberbeda idengan iorang idewasa.
3
 
Tindak ipidana ibagi ianak ipelaku itindak ipidana ikekerasan iterhadap ianak idi 
iIndonesia imasih isangat itinggi. iSalah isatu ipenyebabnya iadalah iparadigma iatau icara 
ipandang iyang ikeliru imengenai ianak. iKekerasan imerupakan iwujud iperbuatan iyang ilebih 
ibersifat ifisik, iyang imengakibatkan iluka, icacat, isakit iatau ipenderitaan ipada iorang ilain. 
iAnak iyang iberkonflik idengan ihukum iadalah ianak iyang iyang itelah iberumur i12 itahun 
itetapi ibelum iberumur i18 itahun iyang ididuga imelakukan itindak ipidana. iAnak iyang 
imenjadi ikorban adalah ianak iyang ibelum iberumur i18 i(delapan ibelas itahun) iyang 
imengalami ipenderitaan ifisik, imental idan iatau ikerugian iekonomi iyang idisebabkan itindak 
ipidana. 
Sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri idari iPidana 
ipokok ibagi iAnak iterdiri iatas i(pidana iperingatan,pidana idengan isyarat: pembinaan idi iluar 
                                                
1Amir.Asas i– iAsas iHukum iPidana.Mahakarya iRangkang iOffset iYogyakarta:Yogyakarta, i2012. iHal. i18 
2 Syukri akub dan sutiawati. 2018. Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Litera. Hal 117-188 
3Gatot iSupramono. iHukum iAcara iPengadilan iAnak.Jakarta: iDjambatan, i2005. iHal. i11 
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ilembaga; pelayanan imasyarakat; iatau pengawasan). pelatihan ikerja; pembinaan idalam 
ilembaga; idan penjara.Pidana itambahan iterdiri iatas: perampasan ikeuntungan iyang 
idiperoleh idari itindak ipidana; iataupemenuhan ikewajiban iadat. Apabila idalam ihukum 
imateriil idiancam ipidana ikumulatif iberupa ipenjara idan idenda, ipidana idenda idiganti 
idengan ipelatihan ikerja. Pidana iyang idijatuhkan ikepada iAnak idilarang imelanggar iharkat 
idan imartabat iAnak. Ketentuan ilebih ilanjut imengenai ibentuk idan itata icara ipelaksanaan 
ipidana isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1), iayat i(2), idan iayat i(3) idiatur idengan 
iPeraturan iPemerintah. 
Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan 
tercipta suatu generasi yang ideal.
4
 
B. METODE PENELITIAN 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 
berupa proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar 
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah mengenai Penjatuhan 
Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Sumber 
data penelitian ini merupakan sumber data Primer yaitu data yang diperoleh melalui 
wawancara dan Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 
Penelitian iini imerupakan ipenelitian inormatif iempiris, iyaitu ipenelitian ihukum 
iyang iobjek ikajiannya imeliputi iketentuan-ketentuan iperundang-undangan idan 
ipenetapannya ipada iperistiwa ihukum idan imelihat ipada iaturan iperundang-undangan iyang 
iberkaitan idengan isanksi ipidana ibagi ianak ipelaku itindak ipidana ikekerasan iterhadap ianak, 
idengan imencoba imenganalisis idari isegi ikebijakan ihukum ipidananya iserta idari 
iimplementasi/penerapannya. 
C. PEMBAHASAN 
Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap 
Anak 
Perlindungan ihukum itidak ihanya idiberikan ikepada ianak iyang imenjadi ikoban 
idalam isuatu imasalah ihukum, itapi ijuga ikepada ianak-anak iyang imenjadi ipelakunya.  
iPerlindungan ihukum ikhusus iterhadap ianak iyang iberhadapan idengan ihukum idiatur 
idalam iUndang-undang iNomor i23 iTahun i2002 ijo iUndang-undang iNomor i35 iTahun i2014 
itentang iPerlindungan iAnak idan ijuga iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang 
iSistem iPeradilan iPidana iAnak. 
Korban kekerasan berisiko tinggi terhadap kesehatan yang buruk, terkait tidak 
hanya dengan trauma fisik yang telah mereka alami, tetapi juga tingginya tingkat faktor 
risiko sosial lainnya yang terkait dengan kesehatan yang buruk. Kekerasan fisik anak 
terjadi dalam berbagai bentuk, dan pola serta tingkat keparahan cedera bervariasi 
berdasarkan usia anak. Meskipun kekerasan fisik lebih sering terjadi pada anak yang 
lebih tua, korban termuda, bayi dan balita. Memiliki tingkat kematian tertinggi dari 
penganiayaan fisik. ketidakdewasaan perkembangan, dan tembus pandang sosial relatif. 
Morbiditas dari penganiayaan fisik sangat tinggi pada korban muda penganiayaan fisik, 
                                                
4Irma Setyowati. 2010. Aspek Prtlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksar. Hal 53 
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yang mencerminkan konsekuensi fisik dari trauma pada anak kecil dan efek 
perkembangan dan emosional dari trauma anak usia dini pada otak yang sedang 








1. Faktor iusia ianak. iSemakin imuda iusia ianak iakan imemiliki ikonsekuensi iyang 
ilebih ifatal. 
2. Siapa iyang iterlibat. iJika ipelaku ipenganiayaan iadalah iorang itua, iayah iatau iibu 
itiri, iatau ianggota ikeluarga, idampaknya iakan ilebih iparah idaripada imereka 
iyang imelakukan iorang iasing. 
3. Seberapa iparah. iSemakin isering idan isemakin iburuk iperawatan iyang iditerima 
ianak iakan imemperburuk ikondisi ianak. 
4. Berapa ilama iwaktu iyang idibutuhkan. iSemakin ilama iacara iberlangsung,  
isemakin itrauma iseorang ianak iakan ipergi. 
5. Ika ianak imengungkapkan ipenganiayaan iyang iia ialami, idan imenerima  
idukungan idari iorang ilain iatau ianggota ikeluarga iyang idapat imencintai,  
imencintai, idan imerawatnya imaka iinsiden iitu itidak imenjadi ilebih iburuk 
iseolah-olah ianak iitu isebenarnya itidak idipercaya iatau idisalahkan. 
6. Tingkat isosial iekonomi,  ianak-anak idalam ikeluarga idengan istatus isosial 
iekonomi irendah icenderung imerasakan iefek inegatif idari ipelecehan ianak. 
Sanksi imengandung iunsur i– iunsur isebagai iberikut: 
1. Sanksi imerupakan ireaksi, iakibat, iatau ikonsekuensi idari ipelanggaran iatau 
ipenyimpangan ikaidah isosial i(baik ikaidah ihukum imaupun ikaidah inonhukum) 
2. Sanksi imerupakan ikekuasaan iatau ialat ikekuasaan iuntuk imemaksakan 
iditaatinya ikaidah isosial itertentu. 
3. Khusus imengenai isanksi ihukum, ipada igaris ibesarnya idapat idibedakan iatas: 
isanksi iprivate idan isanksi ipublik.
7
 
Sanksi ipidana iyang idapat idikenakan ipelaku itindak ipidana ianak, iPidana iPokok 
idan iPidana iTambahan i(Undang-undang iNomor i11 iTahun i2012 iTentang iSistem 
iPeradilan iPidana iAnak) 
Pidana iPokok iterdiri iatas: 
1. Pidana iperingatan; 
2. Pidana idengan isyarat, iyang iterdiri iatas: iPembinaan idi iluar iLembaga,  
ipelayanan imasyarakat, iatau ipengawasan; 
3. Pelatihan ikerja; 
                                                
5 Barbara H Chaiyachati, dkk. 2019. Child Physical Abuse: An Overview, Internasional Journal of law. 
6
Thathit iManon iAndini.“Jurnal iPerempuan idan iAnak i(JPA), iVol. i2 iNo. i1, iLembaga iPengkajian iDan 
iPemberdayaan iPerempuan idan iAnak”, iUniversitas iMuhammadiyah iMalang, i2019:20 
 
7
Achmad iAli. iMenguak iTabir iHukum.Jakarta: iKencana, i2015.Hal i63-64 
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4. Pembinaan idalam iLembaga; 
5. Penjara. 
Pidana iTambahan iterdiri iatas: 
1. Perampasan ikeuntungan iyang idiperoleh idari itindak ipidana; 
2. Pemenuhan ikewajiban iadat.8 
Tabel. 1 Data Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Tahun 
2014 - 2018 














1 Pidana Peringatan - - - - - 
2 Pidana dengan 
Syarat 
- - - - - 
3 Pelatihan Kerja - 1 - - - 
4 Pembinaan dalam 
Lembaga 
- 1 3 2 - 





- - - - - 
7 Pemenuhan 
kewajiban Adat 
- - - - - 
 Jumlah - 4 7 3 1 
 
Adapun jenis sanksi pidana Peringatan, pidana dengan Syarat, Perampasan 
Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan Pemenuhan Kewajiban Adat sejak 
sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak adanya 
kasus kekerasan anak (pelaku) terhadap anak (korban) yang masuk dalam Pengadilan 
Negeri Makassar. Jenis sanksi Pelatihan Kerja hanya ada pada tahun 2015 sebanyak 1 
(satu) kasus putusan yang masuk dalam Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya jenis 
sanksi Pembinaan dalam Lembaga sejak 5 (lima) tahun terakhir hampir setiap tahunnya 
terdapat kasus putusan yang masuk dalam Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 
2015 terdapat 1 (satu) kasus putusan, tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kasus putusan, tahun 
                                                
8Aldi iFermansyah. iTesis ipertanggungjawaban ipidana iterhadap ipelaku ianak iyang ibertindak isebagai 
imuncikari iprostitusi ionline. iUniversitas iMuhammadiyah iMalang, i2018. iHal. i31-32 
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2017 sebanyak 2 (dua). Jenis sanksi pidana Penjara yang merupakan upayah terakhir 
bagi anak (pelaku) tindak pidana kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus 
putusan, pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kasus putusan dan pada tahun 2018 
terdapat 1 (satu) kasus putusan dan pada 2018 terdapat 1 (satu) kasus putusan dalam 
Pengadilan Negeri Makassar. 
Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, jumlah sanksi perkara Anak pelaku 
tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar 
sejak sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mulai 
diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berlakunya 
UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 15 perkara 
dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dari 15 perkara tersebut jenis 
sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara dan Pembinaan dalam 
Lembaga. 
Dalam ipenjelasan ipada iPasal i81 iayat i(2) idimana ihukuman iatau ipidana ipenjara 
iyang idapat idijatuhkan ikepada ianak idibawah iumur iyang isudah imelakukan ikejahatan 
iadalah ipaling ilama i½ i(satu iperdua) idari imaksimum iancaman ipidana ipenjara ibagi iorang 
idewasa. iDan idalam iPasal i81 iayat i(6) idisebutkan ibahwa i“Jika itindak ipidana imati iatau 
ipidana ipenjara iseumur ihidup, ipidana iyang idijatuhkan iadalah ipidana ipenjara ipaling ilama 
i10 i(sepuluh) itahun. 
Pidana ipembinaan idalam iLembaga ipada iPasal i80 idilakukan idi itempat ipelatihan 
ikerja iatau iLembaga ipembinaan iyang idiselenggarakan ibaik ioleh iPemerintah imaupun 
iSwasta. iDalam iUndang-undang iNomor i11 iTahun i2012 iTentang iSistem iPeradilan iPidana 
iAnak ibahwa ipembinaan idalam iLembaga idilakukan ioleh iLembaga iPenyelenggara 
iKesejahteraan iSosial i(LPKS). iPidana ipembinaan idi idalam ilembaga idijatuhkan iapabila 
ikeadaan idan iperbuatan iAnak itidak imembahayakan imasyarakat. iPembinaan idalam 
ilembaga idilaksanakan ipaling isingkat i3 i(tiga) ibulan idan ipaling ilama i24 i(dua ipuluh 
iempat) ibulan. Dalam ihal iagar ipeneggakkan ihukum idapat iberjalan idengan ilancar idan 
isebaik-baiknya isehingga ipenanggulangan iterhadap ikejahatan iberdampak ipositif, imaka 
iterdapat ifaktor-faktor iyang imempengaruhinya idiantaranya:
9
 
1) Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. 
2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. 
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku 






















































































Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat dari Pasal 71 
(5) dan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
                                                
9
 iAnastasia iHana iSitompul. i2015. iKajian iHukum iTentang iTindak iKekerasan iSeksual iTerhadap iAnak idi 
iIndonesia. iJurnal iLex iCrime iVol. i4/No.1. i27 iFebruari i2020 
10
 iEko iHandoyo. i2008. iPeran iStategis iRelawan iPendamping idalam iUpaya iPerlindungan iPerempuan idan 
iAnak iKorban iKekerasan. iJurnal iIlmu iSosial iVol. i35. 
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Dalam Keppres Progsun PP 2016, RPP tentang Bentuk dan Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak. 
Pokok materi muatan/arahan pengaturan meliputi pertama Bentuk dan tata cara 
pelaksanaan pidana anak dan kedua Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak. 
Amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pasal 71 (5) dan Pasal 82 (4).
12
 
Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Dalam kurun waktu 
kurang dari empat bulan lagi, tepatmya tanggal 31 Juli 2015 nanti, UU SPPA akan 
memasuki usia satu tahun setelah resmi berlaku pada 31 Juli 2014. Hal yang paling 



























































































































































































































































Menurut Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.
15
 sebagai hakim pada Pengadilan 
Negeri Makassar, dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana 
kekerasan terhadap anak dilihat dari UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, sanksi bagi anak bisa pidana pokok dan pidana bersyarat. UU No 35 
tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai 





























































































                                                
11 Kemenkumham. 2018. Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/2956-pelaksanaan-pidana-dan-tindakan-terhadap-
anak.html, 26 Februari 2020 
12 Rancangan Peraturan Pemerintah. http://jdih.kkp.go.id/peraturan/keppres_nomor_10_tahun_2016.pdf, 
2016 
13
 iIstitute ifor iCriminal iJustice iReform. i2015. iPeraturan iPelaksana iUU iSPPA itidak ijelas iKeberadaannya. 
ihttps://icjr.or.id/peraturan-pelaksana-uu-sppa-tidak-jelas-keberadaannya/ 
14Ibid. iAnastasia iHana iSitompul. 
15Wawancara dengan Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum: Hakim Pengadilan Negeri Makassar: 
wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Januari 2020 pada Pukul 16.00 WITA bertempat di Ruangan 
Hakim II Pengadilan Negeri Makassar. 
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Dalam penjatuhan sanksi, hakim melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Yuridis, 
aspek Filosofis dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu 
Usia pertanggungjawaban pidana anak dan berat atau ringannya tindak pidana. 
 
a. Aspek Filosofis 
Aspek filosofis berguna untuk mengkaji latar belakang filosofis mengapa seorang 
anak melakukan suatu tindak pidana, dilihat dari sisi lingkungan anak apabila di hukum 
penjara dan bergabung dengan anak sebagai pelaku bisa lebih nakal atau di jatuhkan 
sanksi pembinaan. 
Pada lingkungan penjara yang tidak baik atau lingkungan buruk akan memberikan 
suatu kesempatan timbulnya kejahatan atau kenakalan lagi, karena apa yang ada 
disekitarnya dapat ditiru atau contoh baik itu perbuatan baik maupun perbuatan tidak 
baik oleh seorang anak. Apabila dipandang bahwa lingkungannya juga mendukung anak 
untuk melakukan kejahatan, maka anak tersebut dapat mendapatkan sanksi yang lebih 
berat. Setelah adanya laporan pembimbing kemasyarakatan maka hakim dapat 
menentukan dikenakan sanksi atau tindakan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 










































































































1. Diberikan ibekal iagar imereka idapat imenjalankan iperanan isebagai iwarga 
imasyarakat iyang ibaik idan iberguna; 
2. Penjatuhan ipidana ibukan itindakan ibalas idendam ioleh inegara; 
3. Negara itidak iberhak imembuat imereka imenjadi ilebih iburuk idaripada isebelum 
idijatuhi ipidana; 
4. Diberikan ibimbingan ibukan ipenyiksaan; 
5. Napi idan ianak ididik iharus idikenalkan idengan imasyarakat idan itidak iboleh 
idiasingkan; 
6. Disediakan isarana-sarana iyang idapat imendukung ifungsi irehabilitatif, ikorektif idan 
iedukatif isistem ipemasyarakatan; 
7. Pekerjaan iyang idiberikan ikepada inarapidana idan ianak ididik itidak iboleh ibersifat  
ihanya ipengisi iwaktu, itidak iboleh idiberikan ipekerjaan iuntuk imemenuhi 
ikepentingan inegara isewaktu-waktu isaja, idan isebaiknya ipekerjaan idi imasyarakat  
ilebih imenunjang iusaha ipeningkatan iproduksi. 
 
b. Aspek Yuridis 
Aspek yuridis berguna untuk mengkaji latar belakang yuridis bahwa adanya 
pertimbangan ihakim iyang iberdasarkan ifakta-fakta iyuridis iyang iterungkap idi ipersidangan 
idan ijuga ioleh iundang-undang iyang itelah iditetapkan isebagai ihal iyang iharus idimuat  
idalam iputusan ipemidanaan. iAdapun ipertimbangan iyang ibersifat inon iyuridis, idimana 
iberupa iketerangan iyang idilakukan ioleh ihakim iberdasarkan ipada ifakta-fakta iyang 
iterungkap ipada isaat ipemeriksaan iberlangsung idan idalam ihal iini idiatur idalam iUndang-
undang idapat idilihat idari: 
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a. Latar ibelakang iperbuatan iAnak; 
b. Akibat iperbuatan iAnak; 
c. Kondisi idiri iAnak; 
d. Faktor iagama iAnak; 
e. Keadaan isosial iekonomi iterdakwa. i 
Secara iformil iterhadap ipenyusunan ipertimbangan idalam iputusan itindak ipidana 
iyang idilakukan ioleh iAnak iterbagi imenjadi: 
a. Bentuk iputusan 
Bentuk iputusan iterbagi imenjadi i2 iyakni iputusan iakhir idan ibukan iputusan iakhir.  
iPutusan iakhir idibagi imenjadi i2 iyakni iputusan ipemidanaan idan iyang ibukan 
ipemidanaan. iSedangkan iyang ibukan iputusan iakhir ijuga idibagi i2 iyakni i 
ipenetapan idan iputusan isela. 
b. Pertimbangan ihakim idalam iputusan ipemidanaan 
Dalam iKUHP itelah idiatur isecara itegas imengenai ikewajiban ihakim iuntuk 
imempertimbangkan idan imencantumkan ikeadaan iyang imeringankan idan 
imemberatkan idari ianak. iJika itidak, iakan imengakibatkan iputusan itersebut ibatal 
idemi ihukum. 
Adanya ikewenangan ihakim iyang idiberikan iUndang-undang iyang imemberikan 
ikewenangan imenjatuhkan ipidana itindakan iterhadap iAnak iyang iterbukti ibersalah idi 
idepan ipersidangan. iHal iini idapat iterpengaruh iterhadap ipsikologi iAnak ipelaku itindak 
ipidana iyang imeliputi ipsikologi iAnak ipada isaat imelakukan isuatu itindak ipidana idan 
ipsikologi iAnak isetelah idikenai isanksi ipidana, ikarena iAnak imemiliki isifat-sifat ikhas 
iyang iberbeda idengan iciri idan isifat iorang idewasa. 
 
c. Aspek Sosiologis 
Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang 
anak melakukan suatu tindak pidana, dilihat dari keadaan anak dari orang tua/wali atau 
orang tua asuhnya apakah merupakan anak jalanan atau terlantar. Maka hakim dalam 
penilaiannya terhadap anak sifatnya subjektif yang berarti hakim memakai keyakinan 
atau hati nurani sendiri dalam penjatuhan sanksi pidana. 
Disamping itu juga hakim harus memperhatikan lingkungan dan juga laporan 
dari Pembimbng Kemasyarakatan (Pasal 59 Undang-undang Peradilan Anak) dan dalam 
hal ini penjatuhan sanksi dapat dijatuhkan atas pertimbangan dari segi perbuatannya, 
hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus 
memperthatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak 
yang bersangkutan sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak 
pidana. Jika dipandang oleh hakim perbuatan anak tersebut dianggap faktor meresahkan 
dan merugikan masyarakat di lingkungan sekitarnya maka dapat dijatuhkani sanksi 
pidana. Adapun dari segi keluarga faktor memegang peranan yang penting dalam 
mendidik anak, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan berbeda dengan orang 
dewasa. Hal ini didasarkan ada pertimbangan perbedaan fisik, mental, dan sosial serta 
mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga 
perlu untuk ditangani secara khusus dan dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat 
tumbuh dan berkembang dengan baik dalam berbagai sisi kehidupan (fisik, mental, dan 
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sosial) dengan harapan dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia dewasa yang 
dapat berguna baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu hakim 
dalam menjatuhkan hukuman dapat mempertimbambangkan dari sisi keluarga namun 
apabila hakim menganggap orang tua/wali atau orang tua asuhnya tidak sanggup lagi 
untuk mendidik dan membina anak tersebut maka hakim memilih untuk menjatuhkan 
sanksi pidana atau sanksi tindakan. 
Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 
Usia imenjadi ifaktor ikrusial idalam imenentukan iusia ipertanggungjawaban ipidana 
iseseorang. iBagi ianak, iusia ipertanggungjawaban ipidana ihanya iberlaku ibagi iorang iyang 
iberumur iantara i12 i(dua ibelas) itahun idan i18 i(delapan ibelas) itahun iyang imelakukan 
itindak ipidana,
16
yang idalam ipertimbangannya imenyebutkan ibahwa iperlu imenetapkan 
ibatas iumur ibagi ianak iuntuk imelindungi ihak ikonstitusional ianak iterutama ihak iterhadap 
iperlindungan idan ihak iuntuk itumbuh idan iberkembang. 
Perkembangan idunia iInternasional isaat iini imengacu ipada ipeningkatan iusia 
iminimum ipertanggungjawaban idengan ialasan ikebaikan idan ikepentingan ianak, ihal 
itersebut idapat iditemui idi inegara-negara idengan iusia iminimum ipertanggungjawaban 
ipidana i14 itahun idi iAustria, iJerman, iItali,  iSpanyol idan ibeberapa inegara iEropa iTengah 
idan iTimur, iusia i15 iTahun idi iYunani idan iNegara-Negara iSkandinavia, isampai i16 itahun 
iUntuk ikejahatan ispesifik idi iRussia iand ibeberapa inegara iEropa iTimur.
17
 iManfaat 
ibesarnya iadalah iinvestasi iterhadap ipembinaan ianak iyang ijuga imerupakan iinvestasi imasa 
idepan ibangsa. 
Baik iRKUHP imaupun iUU iSPPA imasih imenerapkan ibatas iusia i12 itahun iuntuk 
imengajukan ianak idi imuka isidang. iMasalahnya iRKUHP itidak isepenuhnya imengadopsi 
iketentuan idalam iUU iSPPA. iDalam iPasal i69 iUU iSPPA iberbunyi i: 
(1) Anak ihanya idapat idijatuhi ipidana iatau idikenai itindakan iberdasarkan iketentuan 
idalam iUndang- iUndang iini. i 
(2) Anak iyang ibelum iberusia i14 i(empat ibelas) itahun ihanya idapat idikenai itindakan i 
Berdasarkan iketentuan iini, imaka imeskipun iproses ipidana idapat idilakukan iuntuk 
ianak iyang iberusia idiatas i12 itahun, inamun ipenjatuhan ipidana ipokok ihanya idapat 
idikenakan iapabila ianak itelah iberusia idiatas i14 itahun, idibawah iusia iitu ianak ihanya 
idikenakan itindakan. iKonsep iini itidak idiadopsi idalam iRKUHP, iRKUHP itidak imengatur 
imengatur ibatas ipidana ipenjara ihanya iuntuk idiatas i14 itahun.
18
 
Berat atau Ringannya Pidana 
Selain idari ifaktor-faktor idi iatas, ihakim ijuga imenilai idan imemutus iperkara 
imempertimbangkan ifaktor iapakah itindak ipidana iyang idilakukan itersebut imerugikan 
iorang ilain iatau itidak. iApabila ianak imelakukan itindak ipidana ikekerasan iyang 
imengakibatkan ikerugian iyang ibesar iterhadap ianak ikorban, iataupun ikorban itersebut  
imeninggal idunia, ihakim itentunya iakan imemiliki ipertimbangan iyang iberbeda idalam 
ipenjatuhan iputusannya. iDengan itidak imelanggar iharkat idan imartabat ianak itersebut, 
                                                
16Pasal i115 iayat i(2) iRKUHP 
17CRIN. iMinimum iAges iof iCriminal iResponsibility iin iEurope. idiakses idari 
ihttps://www.crin.org/en/home/ages/europe. i2019:26 iFebruari i2020, i23.00 
18
 iEramus. i2005. iPemidanaan idalam iRancangan iKUHP. iJakarta: iInstitude ifor iCriminal iJustice iReform. 
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iserta itetap idengan imempertimbangkan iterbaik ibagi ianak ipelaku. iHakim imenjatuhkan 
ipidana ipenjara, iyang imana idalam iPasal i81 iUndang-undang iNomor i11 itahun i2012 
itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak itelah imengatur iuntuk iAnak iyang idijatuhi ipidana 
ipenjara iditempatkan idi iLPKA i(Lembaga iPembinaan iKhusus iAnak). 
Hal-hal iyang imeringankan ihukuman imenurut iKUHPidana iadalah isebagai 
iberikut: 
a. Dalam ihal iumur iyang imasih imuda i(incapacity), iberdasarkan iPasal i47 iAyat i(1) 
iKUHPidana iyang iberbunyi i“jika ihakim imenghukum ianak iyang ibersalah iitu, 
imaka imaksimum ihukuman ipokok ibagi itindak ipidana iitu idikurangi isepertiga”. 
b. Dalam ihal ipercobaan imelakukan ikejahatan, iberdasarkan iPasal i53 iAyat i(2) 
iKUHPidana iyang iberbunyi i“maksimum ihukuman ipokok iyang iditentukan iatas 
ikejahatan iitu idikurangi isepertiga idalam ihal ipercobaan”. 
c. Dalam ihal ipembantu imelakukan ikejahatan, iberdasarkan iPasal i57 iAyat i(1) iyang 
iberbunyi i“maksimum ihukuman ipokok iyang iditentukan iatas ikejahatan iitu 
idikurangi isepertiga ibagi ipembantu”. 
Hal-hal iyang imemberatkan ihukuman imenurut iKUHPidana iadalah isebagai 
iberikut: 
a. Dalam ihal iComcursus, isebagaimana iditentukan idalam iPasal i65 iKUHPidana: 
- Dalam ihal igabungan ibeberapa iperbuatan iyang iharus idipandang isebagai 
iperbuatan iyang iberdiri isendiri-sendiri isehingga imerupakan ibeberapa  
ikejahatan, iyang idiancam idengan ipidana ipokok isejenis, imaka idijatuhkan 
ihanya isatu ipidana. 
- Maksimum ipidana iyang idijatuhkan iialah ijumlah imaksimum ipidana-pidana 
iyang idiancamkan iterhadap iperbuatan iitu, iakan itetapi itidak iboleh ilebih idari 
imaksimum ipidana iyang iterberat iditambah isepertiga. 
b. Dalam ihal irecidive, iberdasarkan iPasal i486, i487 idan i488 iKUHPidana. 
Dalam ihal iagar ipeneggakkan ihukum idapat iberjalan idengan ilancar idan isebaik- 
ibaiknya isehingga ipenanggulangan iterhadap ikejahatan iberdampak ipositif, imaka iterdapat 
ifaktor-faktor iyang imempengaruhinya idiantaranya:
19
 
1. Faktor iundang-undang idalam ipemberian isanksi i(hukum) ipidana. i 
2. Faktor ipenegak ihukum idalam imenjalankan itugas isebagai ipenegak ihukum. 
3. Faktor isarana iatau ifasilitas iyang imendukung ipenegakkan ihukum. 
4. Faktor imasyarakat iyakni ilingkungan idimana ihukum itersebut iBerlaku iatau 
iditerapkan. 
Di idalam iResolsi iPBB i45/113 itentang i“UN iRules ifor ithe iProtection iof iJuveniles 
iDeprived iof itheir iLiberty” iantara ilain idinyatakan: 
a) Pidana ipenjara iharus idigunakan isebagai iupaya iterakhir i(“imprisonment ishould ibe 
iused ias ia ilast iresort”), 
                                                
19Op.cit. iAnastasia iHana iSitompul 
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b) Perampasan ikemerdekaan ianak iharus iditetapkan isebagai iupaya iterakhir idan 





Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap 
Anak di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2014-2018 secara hukum belum sesuai 
dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum masih banyak  sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan Undang-undang yang 
berlaku. Sanksi pidana terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari hasil penelitian, jumlah sanksi perkara 
Anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang diterima oleh Pengadilan 
Negeri Makassar sejak sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2018 mulai diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
dan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 
15 perkara dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dari 15 perkara 
tersebut jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara dan 
Pembinaan dalam Lembaga. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak 
menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. 
Pertimbangan iHakim idalam iMenjatuhkan iSanksi iPidana ibagi iAnak iPelaku 
iTindak iPidana iKekerasan iterhadap iAnak imelihat idari iperspektif ihakim ikarena 
iRancangan iPeraturan iPemerintah i(RPP) iyang imerupakan iamanat idari iPasal i71 i(5) 
iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak itentang  
iBentuk idan iTata iCara iPelaksanaan iPidana ibagi iAnak iserta iTindakan iyang iDapat  
iDikenakan ikepada iAnak, ipada ipokok imateri imuatan/arahan ipengaturan imeliputi 
ipertama ibentuk idan itata icara ipelaksanaan ipidana ianak idan ikedua iTindakan iyang idapat 
idikenakan ikepada ianak isampai isekarang ibelum iditerbitkan iPeraturan iPemerintah 
imengenai ihal itersebut. iHakim imemutuskan imenjatuhkan isanksi ipidana iterhadap iAnak 
imempertimbangkan irasa ikeadilan iterhadap ikorban iyang itelah imenanggung iakibat idari 
iperbuatan iAnak ipelaku, inamun ibukanlah iwujud ipembalasan idendam ikepada iAnak 
ipelaku itetapi iuntuk imengingatkan ibahwa iperbuatan iyang itelah idilakukan iAnak ipelaku 
iadalah imelanggar isuatu iketentuan iUndang-undang. iDalam ipenjatuhan isanksi, ihakim 
imelihat i3 i(tiga) iperspektif iyaitu iaspek iSosiologis, iaspek iFilosofis, idan iaspek iYuridis 
iselain iitu iyang imenjadi ipertimbangan ihakim iyaitu iUsia ipertanggungjawaban ipidana 
ianak idan iBerat iatau iringannya itindak ipidana. 
D.   PENUTUP 
Kesimpulan 
Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap 
Anak di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2014-2018 secara hukum tidak sesuai 
dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum masih banyak  sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan Undang-undang yang 
berlaku. Sanksi pidana terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 
                                                
20Lukman iHakim iNainggolan. i2005. iMasalah iPerlindungan iHukum iterhadap iAnak. iJurnal iEquality, 
iVol.10 
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2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari hasil penelitian, jumlah sanksi perkara 
Anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang diterima oleh Pengadilan 
Negeri Makassar sejak sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2018 mulai diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
PERMA 2014 dan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak sebanyak 16 perkara dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dari 
16 perkara tersebut jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara 
dan Pembinaan dalam Lembaga. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan 
tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. 
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku 
Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak melihat dari perspektif hakim karena 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat dari Pasal 71 (5) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang 
Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat 
Dikenakan kepada Anak, pada pokok materi muatan/arahan pengaturan meliputi 
pertama bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak dan kedua Tindakan yang dapat 
dikenakan kepada anak sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Pemerintah 
mengenai hal tersebut. Hakim imemutuskan imenjatuhkan isanksi ipidana iterhadap iAnak 
imempertimbangkan irasa ikeadilan iterhadap ikorban iyang itelah imenanggung iakibat idari 
iperbuatan iAnak ipelaku, inamun ibukanlah iwujud ipembalasan idendam ikepada iAnak 
ipelaku itetapi iuntuk imengingatkan ibahwa iperbuatan iyang itelah idilakukan iAnak ipelaku 
iadalah imelanggar isuatu iketentuan iUndang-undang. iDalam ipenjatuhan isanksi, ihakim 
imelihat i3 i(tiga) iperspektif iyaitu iaspek iSosiologis, iaspek iFilosofis, idan iaspek iYuridis 
iselain iitu iyang imenjadi ipertimbangan ihakim iyaitu iUsia ipertanggungjawaban ipidana 
ianak idan iBerat iatau iringannya itindak ipidana. 
 
Saran 
Saran dari penulis dalam pembahasan pertama yaitu dalam hal penjatuhan sanksi 
kepada anak kiranya dapat berjalan dengan baik dan mempertimbangkan rasa keadilan, 
apa yang telah ditentukan oleh undang- undang sebagai hukum kiranya dapat 
direalisasikan sesuai aturan yang berlaku. Dengan imelihat iundang-undang iSistem 
iPeradilan iPidana iAnak iyang iberlaku, idalam ihal iini ibelum iadanya iPP itentang ibentuk idan 
itata icara ipelaksanaan ipidana ianak ikiranya iHakim idapat imemutuskan imenjatuhkan 
isanksi ipidana iterhadap iAnak idengan imempertimbangkan itindak ipidana ikekerasan iyang 
idilakukan. iSelain iitu idalam ihal ipenegakkan ihukum idapat iberjalan idengan ibaik iuntuk 
imenanggulangi ianak ipelaku itindak ikekerasan iterhadap ianak, imaka idiperlukan 
ikeefektifan idan ifungsi iyang ibaik idari ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ipenegakkan 
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